BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/ & TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

. d.

KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b
dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bupati selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan
pelimpahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau
mengeluarkan uang;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan
nomenklatur Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupat
Sukoharjo Nomor : 900/108/2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan
KESATU

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495},

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 205 Nomo 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN

. Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Sukoharjo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo.



KEDUA . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijjakan pengelolaan
keuangan daerah,;

b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan APBD,;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA . Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor : 900/108/2011 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) Kabupaten
Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \3 Sanuoey Qe

BUPATI SUKOHARJO,

L]

N
WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan 1ni1 dikirim
Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten
Pembangunan

Perekonomian dan

Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo di

Sukoharjo;
5. Kepala Dinas/
Lingkungan

Badan/Kantor/Bagian di

Pemerintah  Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat se Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo.




